BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR4A'AHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATUIRAN BUPATI BUNGO NOMOR 26 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan kewajiban Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG), maka ketentuan Pasal 14
Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo perlu diubah dan ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27595);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4130);
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Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawain Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembengunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1863);
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MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BUNGO NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO.

“Pasal I

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
diubah sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi
melalui Gratifikasi dibentuk UPG.
(2) Susunan UPG sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pembina : Bupati/Wakil Bupati Bungo;

b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;

c. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bungo:

d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo;

e. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo

2. Inspektur Pembantu/Auditor/ Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah/Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Bungo;

3. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Bungo.

(3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(4) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk sekretariat UPG yang
dipimpin oleh sekretaris UPG.

(5) Susunan keanggotaan UPG dan sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II”
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tegzggal 4 - 9 - Iotd

BUPATI BUNGC

e FMASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 201 _ . —. -~ ——




